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Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh bank 
kepada nasabah yang  tidak terlepas dari risiko gagal bayar yang biasa 
disebut pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah Bandar Lampung 
Periode 2016-2020. Upaya yang dilakukan BPR Syariah dalam 
mengatasi pembiayaan bermasalah salah satunya adalah dengan cara 
restrukturisasi dengan melakukan kebijakan rescheduling, 
reconditioning, dan restructuring dimana rescheduling yaitu 
memperpanjang jangka waktu pembayaran, reconditioning yaitu 
penataan ulang sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan serta 
restructuring yaitu perubahan syarat-syarat untuk penambahan modal 
atau konversi akad agar pembiayaan yang diberikan dapat lancar 
kembali.  
Dalam penelitian ini, penulis membahas dua permasalahan 
yaitu 1) Bagaimana mekanisme restrukturisasi utang dalam 
pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Bandar Lampung? 2) 
Bagaimana mekanisme restrukturisasi utang dalam pembiayaan 
murabahah pada BPR Syariah Bandar Lampung dalam perspektif 
Ekonomi Islam? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di 
BPR Syariah Bandar Lampung,  wawancara dengan pihak BPR 
Syariah Bandar Lampung, yaitu dengan direktu BPR Syariah Bandar 
Lampung, kepala bagian marketing pembiayaan dan nasabah 
restrukturisasi. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur atau 
penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian yang didapat yang pertama mekanisme 
restrukturisasi utang dalam pembiayaan murabahah pada BPR 
Syariah Bandar Lampung  diselesaikan melalui  jalur non ligitasi dan 
ligitasi. Non ligitasi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 1) penagihan 
secara intensif; 2) memberikan surat peringatan atau teguran I s/d 
III; 3) restrukturisasi dengan menjadwalkan ulang dan 
memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengurangi jumlah 
iii 
 
angsuran tanpa menambah sisa pembayaran, melakukan perubahan 
persyaratan untuk konversi akad ataupun penambahan modal. 
Sedangkan jalur ligitasi diselesaikan melalui pengadilan agama dan 
likuidasi jaminan. Yang kedua, mekanisme restrukturisasi utang 
dalam  pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi 
Islam diselesaikan dengan 3 cara, yaitu: 1) Al-Sulh (perdamaian) 
diselesikan dengan penagihan melalui telepon maupun kunjungan ke 
rumah nasabah, pemberian surat peringatan, dan melakukan proses 
restrukturisasi; 2)At-Tahkim (Arbitrase) diselesaikan melalui lembaga 
arbitrase sebagai penengah antara kedua belah pihak, ; dan 3) Al- 
Qadha (pengadilan) diselesaikan dengan cara menjual anggunan untuk 
menutupi sisa angsuran yang harus dibayarkan nasabah. Dari semua 
penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, restrukturisasi 
merupakan cara yang paling tepat dan mampu mengatasi sebagian 
besar dari pembiayaan bermsalah yang ada pada BPR Syariah Bandar 
Lampung. 
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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sunngguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mu 
lah hendaknya kamu berharap.”
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A. Penegasan Judul 
Skripsi ini berjudul ―MEKANISME 
RESTRUKTURISASI UTANG DALAM PEMBIAYAAN 
MURABAHAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT 
SYARIAH BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF 
EKONOMI ISLAM. Untuk memperoleh gambaran yang jelas 
dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan 
antara lain: 
1. Mekanisme adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian 
lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam 
menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya, atau 
dengan kata lain mekanisme adalah cara untuk mendapatkan 
sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau 
bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
1
 
2. Restrukturisasi utang adalah sebuah upaya yang dilakukan 
bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui 




3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 




4. Murabahah adalah suatu akad jual beli barang sesuai dengan 
harga barang kemudian ditambah dengan perolehan 
                                                          
1 Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), hal. 43 
2 Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang 
Restrukturisasi 
3 Muhammad., Manajemen Bank Syariah Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP 
YKPN, 2002, hal. 10 
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5. Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang 




6. Ekonomi Islam adalah pelaksanaan dari Al-Qur‘an dan 
Sunnah dalam bidang bisnis, baik melalui aktivitas individu, 
kelompok, maupun kelembagaan. Ataupun sebuah sistem 
ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian 
yang sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. 
Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi 




B. Latar Belakang Masalah 
Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama 
dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam 
fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 
intermediary institution), yakni menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 
masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 
Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam 
berpengaruh ke indonesia pada awal periode 1980-an, diskusi 




Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk  
                                                          
4 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2010), hal. 687 
5 Muhamad, Manajemen dana bank syariah, (Jakarta:Rajawali pers, 2015), hal. 
2 
6 Basaria Nainggolan, “Penyelenggaraan Ekonomi Islam Dalam Tantangan” 
Jurnal Istisaduna Vol.3 No.1, 2017, hal. 3 
7 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik 
(Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal.25 
 3 
penyimpanan dana  atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 
kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari‘at Islam.  
Syariat Islam memerintahkan manusia agar saling tolong 
menolong, seperti dalam firman Allah SWT: 
                         
            (2:S Al-Maidah .Q) 
 
Artinya: “Dan  tolong –menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajkan 
dan takwa, dan  jangan tolong- menolonglah  dalam berbuat dosa  
dan pelanggaran dan  bertakwalah kamu kepada  Allah, 




Tolong menolong bisa berbentuk pemberian barang dan 
berbentuk pinjaman. Salah satu bentuk pertolongan adalah 
melepaskan kesulitan anatara manusia yang satu dengan manusia 
lain dengan cara memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan 
hidup, seperti pembelian kendaraan, modal usaha dan lain 
sebagainya. Hal tersebut juga dilakukan oleh bank syariah, 
menawarkan produk pembiayaan guna membantu masyarakat 
yang kekurangan dana sesuai dengan prinsip syariah tanpa riba. 
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 25, menjelaskan mengenai 
pembiayaan sebagai salah satu kegiatan utama dalam bank syariah 
yakni sebagai penyedia dana atau tagihan yang berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak yang 
dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 
tanpa imbalan atau bagi hasil.
9
 
                                                          
8 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., (Bandung: 
Diponegoro, 2010), hal. 106 
9 N.N., Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25 
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Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit 
Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang 
dikhususkan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat 
yang berbasis syariah. BPR Syariah menjalankan usahanya tidak 
dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur 
produk dan operasionalnya seperti halnya BPR Syariah Bandar 
Lampung. BPR Syariah Bandar Lampung bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang direalisasikan melalui akuisisi BPR Syariah 
Sakai Sambayan pada tahun 2008. BPR Syariah Bandar Lampung 
memiliki produk-produk yang beraneka macam guna memenuhi 
kebutuhan nasabah yang salah satunya adalah pembiayaan 
murabahah. Menurut Bapak Marsono,S.E. selaku direktur BPRS 
Bandar Lampung, pembiayaan pembiayaan yang paling banyak 
diminati nasabah adalah pembiayaan Ijarah Multijasa dan 
Pembiayaan Murabahah.
10
 Namun pembiayaan murabahah 
memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terjadinya 
pembiayaan bermasalah, hal ini dikarenakan pembiayaan 
murabahah merupakan pembiayaan umum yang disesuaikan 
dengan pendapatan nasabahnya, apabila pendapatan nasabah 
menurun atau usaha yang dijalankannya mengalami penurunan 
maka akan berdampak pada penyelesaian angsurannya, berbeda 
pada pembiayaan Ijarah multijasa yang diperuntukkan untuk PNS 
yang mengandalkan sertifikasi yang pendapatan nasabahnya 
sudah bisa dipastikan   dalam pembayaran angsuran setiap 
bulannya. Dapat dilihat dari fasilitas pembiayaan yang 






                                                          




Produk Pembiayaan di BPR Syariah Bandar Lampung 

























































































0 0 82.242.861 
37.160.184










4 0 0 0 
Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2021, BPR Syariah Bandar 
Lampung 
 
BPR Syariah Bandar Lampung merupakan lembaga 
keuangan yang tidak terlepas dari adanya pembiayaan bermasalah. 
Dalam kondisi ideal, pembiayaan dapat berjalan lancar sesuai 
 6 
dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun tak jarang 
dijumpai adanya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah 
yaitu pembayaran yang tidak lancar bahkan macet. Wanprestasi 
atau dikenal dengan ingkar janji, merupakan kewajiban dari 
debitur untuk memenuhi suatu prestas, jika dalam melaksanakan 
kewajiban buka terpengaruh karena keadaan, maka debitur 
dianggap telah melakukan ingkar janji.
11
 Hal tersebut sesuai 
dengan statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh 
Direktorat Perbankan Syariah bank Indonesia dan akan dijumpai 
dengan istilah Non Perfoming Financing yang diartikan sebagai 
―Pembiayan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai 
macet‖.
12
 Pembiayaan yang diberikan Bank selalu memiliki 
potensi resiko kegagalan pembayaran yang menyebabkan 
pembiayaan bermasalah. Besarnya jumlah pembiayaan 
bermasalah selalu berbeda setiap tahunnya, dapat meningkat atau 
menurun dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.2 






























                                                          
11 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: 
Kencana, 2015), hal. 81 
12 H Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank 
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 66 
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Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2021, BPR Syariah Bandar 
Lampung 
Risiko dalam pembiayaan tertera dan menjadi acuan 
perbankan syariah yaitu pada penjelasan pasal 8 ayat (1) UU No.7 
tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 
tentang pembiayaan dan UU No. 21 tahun 2008 tentang 
perbankan, dinyatakan bahwa: ― kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank 
mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 
memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Analisa pembiayaan yang 
komprehensif sangat menentukan keberhasilan aktivitas 
penyaluran pembiayaan dan menekan derajat risiko pembiayaan. 
Tujuan utama analisa pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah 
bank adalah untuk memperkecil gangguan dalam pengembalian 
dana yang dipinjam oleh debitur,  salah satunya yaitu dengan 
menerapkan prinsip kehati-hatian.  
Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran 
pembiayaan kepada debitur yang didasarkan pada prinsip 5C yang 
meliputi: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition 
of Economic. Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua 
bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah 
kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat Islam 
dalam tindakan maupun transaksi-transaksi yang lainnya. 
Disamping itu juga, pernyataan ini di perkuat dengan adanya pasal 
8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU 
No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan maupun dalam penjelasan 
37 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 
  Untuk mengurangi resiko yang timbul dari pemberian 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka perlu penanganan 
secara maksimal terhadap pembiayaan tersebut. Upaya dari 
perbankan syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
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prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh perbankan 
konvensional. Upaya tersebut yaitu restrukturisasi pembiayaan, 
jaminan eksekusi (menjual agunan), dan penyelesaian melalui 
pengadilan. Tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank 
Syariah biasanya diproksikan dengan rasio Non Performing 
Financing (NPF) yang berarti pembiayaan yang dikategorikan 
dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, atau 
yang dikatagorikan nasabah kurang baik, cukup baik, dan tidak 
baik.
13
 Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: 
Tabel 1.3 
Rasio NPF BPR Syariah Bandar lampung 






2016 4,37% <2% Sangat Baik 
2017 3,39% 2% - 5% Baik 
2018 3,27% 5% - 8% Cukup Baik 
2019 3,65% 8% - 12% Kurang Baik 
2020 2,81% >12% Tidak Baik 
Sumber : Rekapitulasi Perhitungan Kolektibilitas 
Pembiayaan BPRS Bandar Lampung Periode 
2016-2020 
Dilihat pada tabel diatas, Net Performing Financing (NPF) 
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar 
Lampung berada dalam kolektibilitas baik, yaitu antara 2%-5%. 
Hal tersebut dikarenakan tingkat pembiayaan bermasalah di 
BPRS Bandar Lampung dalam kategori baik. Dari pembiayaan 
yang ada pembiayaan murabahah merupakan salah satu 
pembiayaan yang banyak diminati nasabah namun memiliki 
tingkat pembiayaan bermasalah yang  lebih tinggi, hal ini 
dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan 
umum yang disesuaikan dengan pendapatan nasabahnya, apabila 
                                                          
13 H.Veithzal Rivai, et. al. Commercial Bank Management: Manajemen 
Perbankan dari Teori ke Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 359 
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pendapatan nasabah menurun atau usaha yang dijalankannya 
mengalami penurunan maka akan berdampak pada penyelesaian 
angsurannya. Pembiayaan murabahah dibagi menjadi 2 sektor 
pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan sektor 
rill. Sebagaimana dijelaskan pasa tabel berikut:   
Tabel 1.4 
Daftar Nasabah Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah 
No Jenis Sektor  
Pembiayaan 
Jumlah Nasabah 
2016 2017 2018 2019 2020 
1 Pembiayan 
Konsumtif 
     
 Lancar 2648 2519 2607 2503 1987 
 Dalam Perhatian 
Khusus 
27 24 25 40 105 
 Kurang Lancar 26 33 72 28 25 
 Diragukan 85 23 50 74 25 
 Macet 0 0 0 0 81 
 Jumlah  2786 2599 2754 2645 2223 
2 Pembiayan Sektor 
rill 
     
 Lancar 22 38 53 48 33 
 Dalam Perhatian 
Khusus 
2 0 0 14 13 
 Kurang Lancar 2 1 0 2 0 
 Diragukan 5 2 3 3 0 
 Macet  0 0 0 0 8 
 Jumlah  31 41 56 67 54 
Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2021, BPR Syariah Bandar 
Lampung 
Dilihat dari tabel 1.4 pembiayaan murabahah yang 
ditawarkan oleh BPR Syariah Bandar Lampung memiliki risiko 
 10 
gagal bayar yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang 
lancar, diragukan dan macet. Pola pembiayaan dengan konsep 
Al-Murabahah (jual beli) mengutamakan asas keterbukaan, 
keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan 
dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua 
hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-
tutupi. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan 
analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah 
debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan 
pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan 
dapat dihindari. Akan tetapi pada prakteknya, dijumpai cidera 
janji atau wanprestasi yang dilakukan  oleh  nasabah yang  tidak  
melaksanakan kewajibannya terhadap pihak BPR Syariah Bandar 
Lampung sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, 
sehingga  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  (Non Performing  
Financing). Risiko ini  muncul  jika  bank  tidak  mendapatkan 
kembali cicilan pokok ataupun margin/keuntungan yang 
diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. 
Sedangkan dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk 
menghormatidan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang 
sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT 
yaitu: 
(Q.S Al-Maidah:1)   
               





Walaupun risiko pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari 
kegiatan aktivitas pembiayaan, namun dapat diminimalisir 
dengan adanya restrukturisasi pembiayaan Restrukturisasi 
                                                          
14 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., (Bandung: 
Diponegoro, 2010), hal. 106 
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pembiayaan ada untuk membantu nasabah meringankan angsuran 
agar nasabah tersebut masih dapat memenuhi kewajibannya 
dalam pembiayaan yang telah diajukan sesuai akad pada saat 
awal perjanjian, restrukturisasi  pembiayaan dilakukan dengan 
berbagai cara, yaitu penataan kembali (restructuring), 
persyaratan kembali (reconditioning) penjadwalan kembali 
(rescheduling). Upaya tersebut cukup efektif dalam 
menanggulangi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, 
namun bagi nasabah yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk 
melunasi kewajibannya pihak BPR Syariah Bandar Lampung 
akan menerapkan eksekusi hak tanggungan dan melakukan 
lelang barang jaminan sebagai upaya dalam  penyelesaian 
terakhir pembiayaan bermasalah apabila restrukturasi 
pembiayaan masih tidak dapat menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah. Restrukturasi pembiayaan pada BPR Syariah Bandar 
Lampung mengacu pada POJK yang sesuai dengan prinsip 
syariah. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti tentang langkah-langkah yang dilakukan BPR Syariah 
Bandar Lampung untuk menangani pembiayaan murabahah 
bermasalah agar terhindar dari eksekusi hak tanggungan yang 
berjudul “MEKANISME RESTRUKTURISASI UTANG 
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK 
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANDAR LAMPUNG 
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” 
 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Permasalahan penelitian  ini dapat diidentifikasi 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan 
macet baik dari pihak BPR Syariah maupun dari nasabah. 
2. Standar pengukuran BPR Syariah terhadap pembiayaan 
murabahah yang dianggap bermasalah. 
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3. Hal-hal yang dilakukan oleh BPR Syariah dalam mengawasi 
jalannya pembiayaan murabahah yang diberikan kepada 
nasabah pembiayaan. 
4. Strategi yang dilakukan pihak BPR Syariah untuk mengatasi 
pembiayaan bermasalah. 
Agar penelitian masalah ini lebih terarah dan lebih 
memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, serta untuk 
mencegah terlalu luasnya pembahasan yang menyebabkan 
terjadinya kesalahan interprestasi terhadap kesimpulan yang 
dihasilkan, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan 
masalah yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme restrukturisasi 
untuk menghindari adanya eksekusi jaminan pada pembiayaan 
murabahah pada BPR Syariah Bandar Lampung. 
2. Penilitian ini difokuskan untuk mengetahui penerapan 
restrukturisasi di BPR Syariah Bandar Lampung dalam 
perpektif Ekonomi Islam. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, 
maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi utang dalam 
pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Bandar Lampung ? 
2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi utang guna pembiayaan 
murabahah pada BPR Syariah Bandar Lampung dalam 
perspektif Ekonomi Islam ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme restrukturisasi 
utang dalam pembiayaan murabahah pada BPR Syariah 
Bandar Lampung. 
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2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme 
restrukturisasi utang dalam pembiayaan  murabahah pada 
BPR Syariah Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi 
Islam.  
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
keilmuan khususnya tentang mekanisme restrukturisasi 
utang dalam pembiayaan murabahah di perbankan syariah 
berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. 
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 
memperluas wawasan pengetahuan, dan memberikan 
sumbangan pemikiran dalam  mengembangkan teori 
perbankan syariah. 
2. Manfaat Praktisi 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
wawasan tentang mekanisme restrukturisasi utang untuk 
menghindari adanya eksekusi jaminan pada BPR Syariah 
Bandar Lampung. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literature 
referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti 
permasalahan yang sama. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
yang positif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat 
tentang kegiatan perbankan syariah dalam bentuk 
pembiayaan. 
 
G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan 
Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan 
perbandingan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 
berikut beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: 
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1. Penelitian lain dilakukan oleh Reza Yudistira pada tahun 2011 
dengan judul ―Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara‖. Peneliti 
mengemukakkan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan 
oleh PT Bank Syariah Madiri (Persero) Tbk Cabang 
Jatinegara dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah, 
yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi maupun jalur 
litigasi. Jalur nonlitigasi dilakukan dengan cara 
pengambilalihan agunan debitur (asset-settlement), alternatif 
penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan 
arbitrase), penjualan agunan via parate eksekusi, penjualan 
agunan di bawah tangan, dan penjualan agunan secara 
sukarela, sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dapat 
dilakukan dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan 
pelelangan agunan via lelang eksekusi. Pembiayaan 
bermasalah dapat dihindari melalui pelaksanaan pembinaan 
dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh semua pihak PT 
Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara.
15
  
2. Penelitian lain dilakukan oleh Heri Saputra pada tahun 2013 
yang berjudul ― Strategi Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah Di KSPPS BMT Syariah Sejahtera Boyolali ‖. 
Peneliti mengemukakkan , faktor penyebab pembiayaan 
bermasalah di KSPPS BMT Syariah Sejahtera Boyolali adalah 
kondisi usaha nasabah yang lagi turun, adanya i‘tikad kurang 
baik, adanya keterlambatan kolega bisinis dalam mentransfer 
uang, kurang cakap dalam mengelola usahanya, kebijakan 
pemerintah, bencana alam, penundaan pembayaran, dan 
kurangnya ketelitian dalam memberikan pembiayaan kepada 
nasabah. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan 
bermasalah adalah strategi administratif, strategi 
Rescheduling, strategi penyitaan atau eksekusi jaminan, dan 
strategi penghapus bukuan (write off).
16
 
                                                          
15 Reza Yudishtira-Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank 
Syariah Mandiri Cabang Jatinegara(Skripsi Ekonomi Syariah, 2011). 
16 Heri Saputra-Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali(Skripsi Ekonomi Syariah, 2013). 
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3. Penelitian lain dilakukan oleh Imam Jauhari pada tahun 2015 
dengan judul ―Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Melalui Restrukturisasi (Studi Kasus Pada Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jontho). ‖ Peneliti 
mengemukakkan dalam menjaga agar nasabah dapat selalu 
lancar melaksanakan kewajibannya, pihak bank secara 
berkesinambungan melakukan analisa terhadap nasabah 
dengan mengkategorikan atas lima macam, yaitu lancar, 
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Jika 
sudah masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan atau 
bahkan macet diberlakukannya konsekuensi hukum.
17
  
4. Penelitian lain dilakukan oleh Ismatul Hayati pada tahun 2017 
dengan judul  ―Pola   Restrukturisasi Pembiayaan  Murabahah  
Pada  Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya‖. 
Peneliti mengemukakan akad pembiayaan yang 
direstrukturisasi adalah sama dengan akad yang dibuat 
sebelumnya, hanya saja mengalami perubahan  pada  klausul  
tertentu  yang  disepakati para  pihak  seperti  penambahan  
waktu, pengurangan nilai angsuran pembiayaan atau 
pengurangan bagi hasil. Kreditur maupun debitur diharuskan 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah 
diperjanjikan dalam addendum restrukturisasi. Data 
pembiayaan yang bermasalah dikendalikan dengan upaya-
upaya penagihan via telpon, kunjungan  langsung  ke  lokasi 
nasabah dengan memberikan arahan solusi, dan memberikan 
surat pemberitahuan. Dan bagi nasabah yang pembiayaannya 
sudah jatuh tempo masih menunggak dan yang kooperatif,  
mempunyai  i‟tikad baik untuk tetap membayar 
kewajibannya, dan tidak mau jaminannya dieksekusi, maka 
diberikan solusi penyelesaian pembiayaan murabahah dengan 
konversi akad pembiayaan musyarakah. Namun apabila 
                                                          
17 Imam Jauhari-Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui 
Restrukturisasi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jontho.(Jurnal 
ilmu hukum, vol 3 no. 3, 2015). 
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5. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Asyhuri pada tahun 
2018 dengan judul  ―Strategi Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia 
Suruh‖. Peneliti mengemukakkan, tindakan yang dilakukan 
untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada 
produk pembiayaan di Bmt Amal Mulia Suruh yaitu dengan 
melakukan tiga tindakan atau prosedur pokok, antara lain 
dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap 
permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan yaitu 
menggunakan prinsip Character (sifat), Capacity 
(kemampuan), dan Collateral (jaminan), serta yang terakhir 
dengan pemantauan penggunaan pembiayaan.
19
  
Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 
penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih difokuskan pada 
mekanisme restrukturisasi utang yang dilakukan pihak  BPRS 
(Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bandar Lampung. 
Pengambilan hak tanggungan (jaminan) hanya dilakukan bagi 
nasabah yang sudah tidak memilki kemauan dan kemampuan 
untuk membayar angsuran pembiayaan. Dan bagi nasabah yang 
masih memiliki kemamapuan dan kemauan membayar angsuran 
akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan agar pembiayaan 
bermasalah dapat terselesaikan tanpa adanya eksekusi barang 
jaminan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara 
rescheduling, reconditioning dan restructuring. 3 cara tersebut 
cukup efektif dalam menangani pembiayaan murabahah 
bermasalah yang ada pada Bank Pembiyaan Rakyat Syariah 
Bandar Lampung. Periode yang digunakan yaitu tahun 2016 
sampai dengan tahun 2020. 
 
                                                          
18 Ismatul   Hayati,   Pola   Restrukturisasi   Pembiayaan   Murabahah   Pada   
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya‖. (Tesis Studi Ekonomi Syariah, 
2017). 
19 Muhammad Asyhuri , Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada 
Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh. (Tesis Study Ekonomi Syariah , 
2018). 
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H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research) atau biasa disebut penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau 
uraian dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
20
 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 
suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, 
memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai 
suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada 
hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian 
dianalisis dan ditarik kesimpulan.
21
 Dalam penelitian ini, 
penulis menggambarkan serta mengungkapkan tentang 
latar belakang dilakukannya restrukturisasi terhadap 
nasabah yang mengalami pailit, mekanisme restrukturisasi 
utang dan kesesuaian antara restrukturisasi utang di BPRS 
Bandar Lampung. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan objek penelitian memperoleh data serta 
fakta yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 
keberadaannya. Sumber data yang menjadi rujukan dalam 
penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber 




Dalam hal ini sumber data primernya adalah hasil 
wawancara dengan direksi BPRS Bandar Lampung. 
                                                          
20 S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta,2012), 
hal. 36 
21 Cik Hasan Bisri, Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang 
Ilmu Agama Islam, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), hal. 57 
22 Marzuki, Metodoligi Riset, (Jakarta: Ekonesia, 2005), hal. 60 
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Sedangkan data sekunder adalah sumber data penunjang yang 
diperoleh dari berbagai referensi seperti,buku, artikel, arsip 
dan dokumen dari pihak bank BPRS serta berbagai sumber 
literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
penulis teliti. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji 
kebenarannya, relevan dan lengkap, maka peneliti 
menggunakan instrument sebagai berikut: 
a. Observasi 
Yaitu tahapan pengumpulan data, dimana dalam 
penelitian ini, penulis melakukan penelitian, pengamatan 
dan pencatatan secara langsung terhadap kondisi dan 
fenomena yang diteliti supaya memperoleh data yang 
diharapkan dan mengetahui lebih jauh tentang 
restrukturisasi utang melalui lelang barang jaminan dalam 
pembiayaan murabahah. 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan suatu bentuk informasi 
bentuk verbal yang dimaksudkan untuk mendapatan data 
dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti atau merupakan carapengumpulan data dengan 
jalan tanya jawab secara langsung kepada pihak BPRS 
Bandar Lampung tentang pembiayaan bermasalah yang 
terkait dengan prosedur pelaksanaan, tujuan, 
pengendalian, resiko, prinsip-prinsip pembiayaan, 
Restrukturisasi utang pada pembiayaan murabahah di 
BPRS Bandar Lampung. 
c. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mencari dan meneliti sebagai bahan acuan 
bagi penulis dalam menyesuaikan data empiris dengan 
data dan teori-teori atau buku-buku yang berkaitan dengan 
masalah penelitian. Teknik ini penulis gunakan sebagai 
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sarana untuk mengumpulkan teori-teori ilmu yang ada 
hubungannya dengan restrukturisasi utang melalui lelang 
barang jaminan di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah) Bandar Lampung. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan dan bahan- bahan lainnya. Setelah 
keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis 
menganalisis data ditarik kesimpulan. Kegiatan- kegiatan 
yang dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan 
dari penelitian yang dilakukan di lapangan adalah:
23
 
a. Data Reduction (Redaksi Data) 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah dipahami tersebut. Penyajian data pada judul ini 
mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari 
tema dan polanya dan membuang  yang  tidak  perlu.  
Dengan demikian data yang telah diredeksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan 
data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
b. Data Display (Penyajian Data) 
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan anatara kategori, dan 
sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah dipahi tersebut. Penyajian data pada penelitian ini 
yaitu kolektibilitas pembiayaan bermasalah yang terdiri 
dari kurang lancar, diragukan, dan macet pada tahun 
2016-2020 dan mekanisme restrukturisasi yang dilakukan 
                                                          
23 Sugiono, Metode Penelitian Manajemen,( Bandung:Alfabeta, 2005), hal. 428 
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pihak BPR Syariah guna penanganan pembiayaan 
bermasalah. 
c. Analisis data 
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh menggunakan 
berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, 
kuesioner, observasi dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting 
dan dipelajari. Dalam penelitian ini data yang sudah 
didapatkan dan disajikan di analisa terebih dahulu 
sebelum penarikan kesimpulan. 
d. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk 
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan terkait dengan 
pembiayaan murabahah bermasalah dengan menyajikan Net 
Performing Financing tahun 2016-2020, penyebab 
pembiayaan murabahah bermasalah, mekanisme 
restrukturisasi utang sebagai penyelesaian pembiayaan 
bermasalah,  serta kesesuaian restrukturisasi utang yang 
dilakukan BPR Syariah Bandar lampung dengan prinsip 
Ekonomi Islam. 
 
I. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima 
bab, dimana setiap  bab terdiri dari beberapa sub bab. 
Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar 
mengenai hal-hal pokok yang dibahas, guna mempermudah 
dalam memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan 
yang lainnya.  
Pada bab pertama dikemukakan pendahuluan yang 
isinya erat sekali dengan masalah yang akan di analisa dalam 
setiap bab dalam skripsi ini. Penjelasan-penjelasan tersebut 
meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 
yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Pada bab kedua dikemukakan landasan teori yang 
isinya berkaitan dengan pembahasan teori-teori yang akan 
digunakan sebagai dasar dari penelitian dan kerangka pikir 
penelitian. 
Pada bab ketiga dikemukakan laporan hasil lapangan 
yang berisi tentang gambaran umum BPRS Bandar Lampung 
yang meliputi, dasar hukum operasional,  sejarah, visi misi, 
motto, profil perusahaan, struktur organisasi, kepemilikian 
saham dan pelayanan produk-produk pada BPR Syariah 
Bandar Lampung, serta data-data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan direktur BPR Syariah Bandar Lampung. 
Pada bab keempat dikemukakan analisis data 
mengenai pembahasan mekanisme restrukturasi utang pada 
pembiayaan murabahah di BPR Syariah Bandar Lampung, dan 
mekanisme restrukturisasi pada BPRS Bandar Lampung 
dalam Ekonomi Islam. 
Pada bab kelima dikemukakan penutup yang berisi 
kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti yang 
disesuaikan dengan judul skripsi, rumusan masalah dan 































A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
1. Definisi dan Dasar Hukum BPR Syariah 
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, 
yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk 
menerima simpanan uang, dan meminjamkan uang. Peranan 
bank sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di 
Indonesia, hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat 
tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan 
lainnya diluar bank. Dalam menjalankan  aktifitasnya, bank 
menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung 
perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang 
masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa lainnya yang 
mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan 
perekonomian sehari-hari. Bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 
Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah  (UUS) dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).Undang-undang ini 
mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik 
secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.
24
 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah 
lembaga keuangan Bank yang  dibawahi oleh dewan 
kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya 
berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan 
adanya riba. BPR Syaraih didirikan berdasarkan UU No 7 
tahun 1992  tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) 
No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi 
hasil. Serta berdasarkan pada butir  4 pasal 1 UU. No 10 
                                                          
24 Dwi Suwikonyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2010), hal. 7 
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tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan 
disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan 
Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan prinsip 
Syariah selanjutnya diatur menurut  SK Direksi Bank 
Indonesia Nomor: 32/36/Kep/Dir. Tertanggal 12 Mei 1999 
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah 
22. Surat Edaran BI No: 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip 
Syari‘ah, Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/31/DPBPR 
tanggal 12 Desember 2006, Undang Undang No 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan 
Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 
16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
25
 
2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
a. Tujuan beridirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) 
1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam 
terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. 
2) Meningkatkan pendapatan perkapita 
3) Menambah lapangan kerja  
4) Mengurangi urbanisasi 




3. Produk-Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Secara garis besar Produk Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah terbagi menjadi 2, antara lain yaitu:
 27
 
                                                          
25 Ismail, Perbankan Syariah, (Kencana Pernamedia Group, Jakarta, 2011), cet 
1, hal. 54-55 
26 Karnaen Pepwataatmadja, Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 
1992, hal. 96 
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a. Produk Penghimpunan Dana  
1) Simpanan Amanah 
Bank menerima titipan amanah (trustee 
account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, 
karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan 
baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan 
dana umat agar dapat bermanfaat secara maksimal. 
2) Tabungan Wadi’ah 
Bank menerima tabungan (saving account), 
baik pribadi maupun   badan   usaha   dalam   bentuk   
tabungan   bebas.  Akad penerimaan dana ini 
Wadi‘ah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung 
resiko kerugian,  serta bank  akan  memberikan 
kadar profit  kepada  penabung  sejumlah  tertentu  
dari  bagi  hasil  yang didapat bank dalam 
pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungan 
secara harian dan dibayar setiap bulan. 
3) Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharabah 
Bank menerima deposito berjangka (time and 
investment account) baik pribadi maupun badan 
lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi‘ah, 
atau mudharabah dimana Bank menerima dana 
masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, 
sebagai penyertaan sementara pada bank. 
b. Produk Penyaluran Dana  
1) Pembiayaan Musyarakah 
Pembiayaan Musyarakah adalah  suatu 
perjanjian pembiayaan antar  bank  dengan  
pengusaha,  dimana  baik  pihak  bank  maupun pihak 
pengusaha secara bersama menbiayai suatu usaha atau 
proyek yang  dikelola  secara  bersama  pula,  atas  
dasar  bagi  hasil  sesuai dengan penyertaan. 
                                                                                                                             
27 Ibid, hal. 104 
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2) Pembiayaan Mudharabah 
pembiayaan mudharabah adalah akad kerja 
sama usahaantara antara dua belah pihak, yang mana 
pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan 
seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi 
pengelola.  Keuntungan  usaha  dari  pembiayaan  
tersebut  dibagi menurut kesepakatan yang pada saat 
akad berlangsung. 
3) Pembiayaan Ijarah Multijasa  
Pembiayaan ijarah multijasa adalah suatu 
perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank 
dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana 
untuk pembelian barang atau asets yang dibutuhkan 
nasabah untuk mendukung suatu usaha. 
4) Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan murabahah adalah suatu 
perjanjian yang disepakati antara bank dengan 
nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan 
untuk   pembelian   bahan   baku   atau   modal   kerja   
lainya   yang dibutuhkan nasabah. 
5) Pembiayaan Qardhul Hasan 
Pembiayaan     qardhul  hasan  adalah  
perjanjian  pembiayaan antara bank dengan nasabah 
yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan  
bagi  pengusaha  kecil  pemula  yang  potensial  akan 
tetapi tidak mempunyai modal apapun selain 
kemampuan berusha. 
 
B. Pembiayaan Murabahah 
1. Definisi dan Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 
a. Definisi 
Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan 
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 
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berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
Murabahah adalah istilah dalam Fikih islam yang berarti 
suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan 
biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 
tersebut, dengan tingkat keuntungan (margin) yang 
diinginkan.
28
 Secara bahasa, kata murabahah berasal dari 
kata (Arab) rubaha, yurubihu, murabahatan, yang 
berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan 
―tijarutun rabihun, wa baa’u asy-syai murabahahan‖ 
artinya perdagangan yang menguntungkan. Tingkat 
keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau 
persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran 
bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan 
kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, 
murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep 
pembayaran tertunda (deferred payment), seperti secara 
umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui 
murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi 




Jadi, pembiayaan Murabahah adalah suatu akad 
jual beli barang sesuai dengan harga barang kemudian 
ditambah dengan perolehan keuntungan (margin) yang 
disepakati antara bank dan nasabah. Bank membelikan 
barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian 
menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan 
keuntungannya (margin) yang telah disepakati antara 
bank dan nasabah saaat melakukan akad pembiayaan. 
Yang membedakan murabahah dengan penjualan lain 
                                                          
28 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 
81 
29 Ibid., hal. 82 
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adalah, dalam pembiayaan murabahah bank 
memberitahukan harga pokok barang dan seberapa besar 
bank mengambil keuntungan (margin) yang diperoleh 
dari pembiayaan tersebut dalam bentuk persentase. 
Kemudian nasabah dapat membayarnya dengan cara 
cicilan atau bisa juga secara langsung. Harga jual adalah 
harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. 
Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka 
waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam 
dalam akad jual beli  dan jika telah  disepakati tidak 
dapat berubah selama berlakunya akad.
30
 
b. Dasar Hukum 
1) Al-Quran 
Landasan hukum tentang jual beli dihalalkan 
oleh Allah SWT tertuang dalam 
 a. Q.S An-Nissa ayat 29. 
                  
                  
                
(Q.S An-Nissa: 29) 
 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh  dirimu;  sesungguhnya  
                                                          
30 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, edisi kedua, 
(Jakarta: Kencana,2016), hal. 74 
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Allah  adalah  Maha Penyayang 
kepadamu.”
31
    
 
b. Q.S Al-Baqarah ayat 275. 
  .....         .... 
(Q.S Al-Baqarah: 275) 
 





2)  Al-Hadits 
Hadist riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang mendukung 





Artinya: Dari Abu Sa’id Al-khudri bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu 
harus dilakukan suka sama suka.”  




Imam Syafi‘I menyatakan, secara asal jual beli 
diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya 
kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang 
                                                          
31 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., (Bandung: 
Diponegoro, 2010), hal. 83 
32 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., (Bandung: 
Diponegoro, 2010), hal. 47 
33 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), hal. 72 
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dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa 
yang dilarang oleh Syariah. Segala ketentuan yang 
terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan 
kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa 
ditentukan secara sepihak. 
b. Undang-Undang 
1) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang 
menyatakan bahwa ―Dalam rangka membantu 
masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan 
kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank Syariah 
perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan 
menegaskan  harga  belinya  kepada  pembayarnya  
dengan harga yang lebih sebagai laba.” 
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No.1 
Huruf D yang menyatakan bahwa “Kegiatan usaha 
Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: 
menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad 
murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
34
 
2. Prinsip Pembiayaan 
Prinsip pembiayaan disebut pula konsep 5C+1S, pada 
dasarnya konsep ini dapat memberikan informasi mengenai 
iktikad baik dan kemampuan membayar nasabah. Prinsip-
prinsip yang lazim digunakan dalam menganalisis 
pembiayaan yaitu: 
a. Character (watak)  
Watak atau kepribadian nasabah merupakan 
suatu unsur yang penting  dalam  pemberian  
pembiayaan.  Yang  dimaksudkan  dengan watak adalah 
pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang 
                                                          
34 Ahmad Irham Sholihin, Pedoman Umum Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 140 
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selalu  menepati  janjinya  dan  berupaya  mencegah  
perbuatan  yang tercela. Debitur yang demikian mampu 
untuk mengembalikan pembiayaan yang seperti 
diperjanjikan. Di samping itu, calon debitur harus 
memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan 
kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau 
tindakan tidak terpuji lainnya. 
b. Capacity (Kemampuan)  
Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
kemampuan nasabah dalam membayar kredit. 
Kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis 
dihubungkan dengan latar belakang pendidikan nasabah 
dan pengalaman dalam mengelola usahanya. Sehingga 
dapat terlihat kemampuan capability nasabah untuk 
membayar pembiayaan yang disalurkan. Dalam 
mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh 
pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber 
daya manusianya, apakah ia mampu berproduksi dengan 
baik yang dapat dilihat dari kapasitas  produksinya.  Dan  
kemampuan  mengembalikan  pinjaman tepat waktu 
sesuai dengan perjanjian dilihat berdasarkan perhitungan 
penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, 
dan modal kerja yang dimilikinya. 
c. Capital (Modal)  
Untuk melihat kegunanaan modal apakah efektif 
atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (laporan 
keuangan dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan 
melakukan pengukuran seperti likuiditas, solvabilitasnya, 
rentabilitas, dan ukuran lainnya. Bank tidak dapat 
memberikan pembiayaan kepada pengusaha tanpa modal 
sama sekali. Permodalan dan kemampuan keuangan dari 
debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan 




d. Condition Of Economy (Situasi dan Kondisi) 
Condition of Economy adalah kondisi politik, 
ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi 
perekonomian pada kurun waktu tertentu yang secara 
langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan 
usahanya. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana prospek usaha calon debitur 
dimasa yang akan datang. Dalam menilai kredit 
hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan 
kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai 
sektor masing–masing. Bidang usaha yang dibiayai 
hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga 
kemungkinan terjadinya kredit bermasalah relatif kecil.  
e. Collateral (jaminan / Agunan ) 
Collateral (jaminan) adalah barang jaminan yang 
diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan (jaminan) 
kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi 
jaminan yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. 
Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui berapa 
nilai harta atau kekayaan yang digunakan sebagai jaminan 
oleh debitur. barang yang dijaminkan hendaknya melebihi 
jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 
keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka 
jaminan yang diagunkan dapat dipergunakan secepat 
mungkin. 
f. Sharia (Syariah) 
Syariah disini bersumber pada kinerja bank 
dancalon debitur. Bank melakukan penekanan keislamian 
terhadap seluruh aspek objek pembiayaan. Segala bentuk 
transaksi yang dilakukan wajib menghindari hal-hal yang 
telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. 
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Serta usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang 
tidak melanggar prinsip perbankan syariah.
35
 
Undang-Undang perbankan secara langung tidak ada 
yang mengatur tentang prinsip analisa pembiayaan, namun 
pengaturan mengenai prinsip 5C+1S (asas kehati-hatian) 
secara eksplisit tersirat dalam Undang-Undang No.10 tahun 
1998. Pada UU No.10 tahun 1998 dengan tegas menetukan 
kegiatan usaha bank harus memperhatikan prinsip kehati-
hatian (prudential principle), yang secara tegas menentukan 
bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai 
dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 
manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek 
lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.
36
 
3. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan 
Adapun unsur-unsur yang  terkandung  dalam  
pemberian  fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut : 
a. Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam 
bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat 
diterima kembali  oleh bank dalam batas waktu yang 
ditentukan. 
b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam 
satu perjanjian. Kesepakatan penyaluran pembiayaan 
dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani 
oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. 
c. Jangka  waktu,  yaitu  setiap  pembiayaan  yang  diberikan  
mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan 
kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu 
pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. 
d. Risiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada 
perusahaan atau nasabah bank tidak selamanya 
mendapatkan keuntungan, bank juga bisa dapat kerugian. 
                                                          
35 Amilis Kina, Mekanisme Penanganan Murabahah Bermasalah, Jurnal 
Ekonomi Islam, Vol 03 No.02 (April 2017), hal.11-12 
36 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Akademi 
Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal. 53 
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Seperti ketika terjadinya side streaming, lalai dan 
kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan 
keuntungan oleh nasabah. 
e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu 
pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil. 
Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi 
merupakan keuntungan bank. 
4. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan 
Dalam BPR Syariah akad murabahah diterapkan 
pada pembiayaan murabahah, yaitu dalam bentuk jual beli 
barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) 
yang disepakati antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan 
murabahah ini, nasabah dan BPR Syariah melakukan 
kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan 
berdasarkan prinsip jual beli. Dimana bank bersedia 
membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah 
dengan membeli  kepada suplier dan menjual kembali 
kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang 
telah disepakati. Kemudian, nasabah membayar sesuai 
dengan jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana 
dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk 
mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan janji 
pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat 
kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan 
tersebut, maka selanjutnya pihak bank menyetujui 
permohonannya. Skema pembiayaan murabahah dapat 


















Dari skema pembiayaan di atas, dapat kita simpulkan 
bahwa proses pembiayaan akad murabahah di awali dengan 
melakukan suatu negosiasi yang disertai dengan mengajukan 
beberapa persyaratan antara pihak bank dan nasabah, 
kemudian dilakukan ijab qabul atau akad jual beli secara ridha 
antara kedua belah pihak. Setelah itu pihak bank akan 
membeli suatu barang kepada pemasok atau supplier  yang  
sesuai  dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, 
selanjutnya pihak supplier akan mengirimkan barang tersebut 
langsung kepada nasabah sehingga nasabah akan langsung 




C. Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
1. Definisi Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana 
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BPR 
Syariah yang dalam pelaksanannya terjadi hal-hal seperti 
pembiayaan yang tidak lancar atau bahkan macet, pembiayaan 
                                                          
37 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah DI Indonesia, Ed-3, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 177 
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yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan 
dan tidak menepati jadwal angsuran atau disebut dengan 
wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan telah 
lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, 
wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan 
bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya 
atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan 
pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, 
maka pihak kreditur atau bank dipandang perlu untuk 
memperingati atau menegur debitur agar memenuhi 
kewajibannya.
 
Pembiayaan bermasalah atau Non 
Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai 
pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar, diragukan 
sampai dengan macet. 
Non Performing Financing atau pembiayaan 
bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi adanya 
ketidakmampuan nasabah mengembalikan pembiayaan 
(secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda tanda terlebih 
dahulu) berdasarkan syarat yang telah disetujui dan ditetapkan 
bersama, atau pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai 
pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau 
memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti 
pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, 
pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko 
dikemudian hari bagi bank. Dalam proses penanganan 
pembiayaan bermasalah, bank harus terlebih dahulu 
melakukan penetapan terhadap kualitas pembiayaan 
(kolektibilitas) pada debitur. Penetapan ini sesuai dengan 
kondisi SOP Bank Syariah, POJK dan Peraturan Bank 
Indonesia (PBI). Kualitas kredit ditetapkan menjadi: 
 
a. Lancar (Kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan 
pembayaran angsuran. 
b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), apabila 
terdapat tunggakan pembayaran angsuran selama 1-2 
(satu-dua) bulan. 
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c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terdapat 
tunggakan pembayaran angsuran selama 3-4 (tiga-empat) 
bulan. 
d. Diragukan (Kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan 
pembayaran angsuran selama 5-6 (lima-enam) bulan. 
e. Macet (kolektibiltas 5), apabila terdapat tunggakan 
pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan dan lebih. 
Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank 
Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam 
kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan  macet.
38 
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 
No.9/24/DPbS/2007 tujuan dari rasio NPF adalah digunakan 
untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank 
Syariah. Berikut ini adalah tabel tingkat kesehatan Bank 




Kriteria  Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat NPF 
Angka NPF Kolektibilitas 
<2% Sangat Baik 
2% - 5% Baik 
5% - 8% Cukup Baik 
8% - 12% Kurang Baik 
>12% Tidak Baik 
Sumber : Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 
 
Tabel diatas menunjukan rasio kesehatan bank 
berdasarkan tingkat NPF, semakin tinggi tingkat rasio NPF 
maka semakin tinggi bank menghadapi resiko pembiayaan 
bermasalah. NPF (Non perfoming Financing) pada mulanya 
                                                          
38 Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan: Teori dan 
Aplikasi, (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2012), hal. 420 
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selalu diawali dengan ―wanprestasi‖ (ingkar janji/cidera janji), 
yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak 
mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya 
sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk 
perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat 
bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), 
maupun akibat dari itikad baik debitur. Wanprestasi juga bisa 
disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat 
perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.
39
 
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
a. Faktor Internal 
Merupakan faktor-faktor yang muncul dari pihak 
bank syariah itu sendiri. Persoalan-persoalan yang muncul 
dari dalam perusahan akan lebih mudah diselesaikan oleh 
pimpinan perusahaan yang capable dalam menghasilkan 
suatu kegiatan yang memuaskan. Penyebab timbulnya 
permasalahan tersebut antara lain: 
1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan. 
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada 
bisnis usaha nasabah. 
5) Proyeksi penjualan terlalu optimistis. 
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan 
bisnis dan kurang memperhitungkan aspek 
kompetitor. 
7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek 
marketable. 
8) Lemahnya supervisi dan monitoring. 
                                                          
39 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan penghapusan kredit Macet (Jakarta: PT. 
Elex Media Komputindo, 2010), hal. 28 
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9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi 
timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank 
sehingga mengakibatkan proses pemberian 




b.   Faktor Eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang 
berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti: 
1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam 
memberikan informasi dan laporan tentang 
kegiatannya). 
2) Melakukan slide streaming penggunaan dana. 
3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai 
sehingga kalah dalam persaingan usaha. 
4) Usaha yang dijalankan relatif baru. 
5) Tidak mampu menanggulangi nasabah/kurang 
menguasai bisnis. 
6) Perselisihan sesama direksi. 
7) Terjadi bencana alam. 
8) Adanya kebijakan pemerintah 
 
3. Risiko Pembiayaan           
Risiko pembiayaan atau sering disebut dafult risk 
merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau 
ketidakmampuan nasabah megembalikan pinjaman atau 
pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka 
waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan 
nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua 
belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan default. 
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Risiko pembiayaan dapat terjadi dikarenakan  beberapa hal, 
yaitu: 
a. Akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur 
/mudharib) dalam memenuhi kewajibannya. 
b. Risiko pembiayaan dapat terjadi pada aktifitas 
pembiayaan, treasury dan investasi, pembiayaan, dan 
perdagangan. 
c. Kegagalan nasabah untuk membayar kembali murabahah 
installment 
d. Kegagalan nasabah untuk membayar ijarah (repayment 
scheduled) 
e. Kegagalan nasabah untuk membayar kembali istishna‘. 
f. Kegagalan nasabah untuk mengirimkan komoditi yang 
sudah dibeli, dan sebagainya. 
Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena 
kegagalan debitur yang menyebabkan tidak terpenuhinya 
kewajiban untuk membayar utang risiko pembiayaan dapat 
bersumber dari berbagai  aktivitas bank, antara lain pemberian 
pembiayaan, transaksi derevative, perdagangan instrumen 
keuangan, serta aktivitas bank yang lain termasuk yang 




D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BPR Syariah 
Setiap penyaluran dana yang dilakukan oleh BPR 
Syariah, terdapat masalah dalam pengembalian dana pembiayaan 
yang dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah atau Non 
Performing Financing (NPF). Salah satu ketentuan yang 
mengatur mengenai pembiayaan bermasalah di BPR Syariah 
adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa 
NPF tidak lebih dari 5% yang mengisyaratkan agar bisnis 
perbankan bisa tetap berjalan. Maka dari itu setiap bank  akan 
melakukan tindakan untuk mencegah atau meminimalisir 
                                                          
41 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management, hal. 243 
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pembiayaan bermasalah agar tidak melebihi batas NPF yang telah 
ditentukan. Pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di 
BPR Syariah ditangani melalui beberapa tahap, antara lain yaitu: 
1. Restrukturisasi Pembiayaan 
a. Pengertian Restrukturisasi 
Restrukturisasi pembiayaan, sebagaimana 
dijelaskan dalam pasal 1 angka 7, Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 tentang restrukturisasi 
pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, 
adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka 
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan 
kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan 
oleh bank untuk membantu nasabah pembiayaan dalam 
mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga 
nasabahnya memiliki kemampuan menjalankan aktivitas 
bisnisnya kembali.
42
 Pelaksanaan restrukturisasi 
pembiayaan pada bank, harus tetap memenuhi prinsip 
syariah disamping mengacu pada prinsip kehati-hatian 
yang bersifat universal yang berlaku pada industry 
perbankan. Selain aspek kebutuhan dan kesesuaian 
dengan perkembangan insudtri perbankan syariah menjadi 
pertimbangan dan perkembangan industry perbankan 
mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank dan Unit 
Usaha Syariah.  
Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan 
upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai 
itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama 
dalam  upaya  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah,  
akan  tetapi  jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam 
arti tidak dpaat diajak bekerjasama dalam upaya 
penyelamatan pembiayaan bermsalah maka bank syariah 
akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan 
bermaslah. 
                                                          
42 Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah 1 LSPP-IB, hal. 131  
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b. Kreteria Nasabah Restrukturisasi 
Restrukturisasi ditunjukan guna memberikan 
jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah dengan 
syarat bahwa nasabah pembiayaan yang bersangkutan 
masih memiliki prospek usaha dan kemampuan 
membayar. Secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa 
terhadap nasabah yang sudah tidak memiliki prospek 
usaha dan kemampuan membayar tidak dapat  dilakukan  
restrukturisasi  sebagai  firs way out, melainkan dilakukan 
langkah second way out, misalnya dengan eksekusi 
jaminan.
43
 Pembiayaan yang akan direstrukturisasi 




1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi 
dianalisis berdasarkan: 
a) Prospek usaha nasabah dan kemampuan 
membayar sesuai proyeksi  arus kas untuk 
nasabah pembiayaan usaha produktif 
b) Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas 
untuk nasabah pembiayaan non produktif 
2. Pembiayaan  kepada  pihak  terkait  yang  akan  
direstrukturisasi  di analisis oleh konsultan keuangan 
independen yang memiliki izin usaha dan reputasi 
yang baik. 
3. Analisis yang dilakukan BUS dan UUS dan 
konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan 
yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam 
pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan  
didokumentasikan secara lengkap dan jelas. 
4. Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam 
―Adendum Akad Pembiayaan‖ dan melakukan 
                                                          
43 Khotibum Uman, Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah 
(Jakrata:Rajawali Pers, 2017), hal. 205 
44 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2013), hal. 452 
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―Pembaruan Akad‖ mengikuti karakteristik masing-
masing bentuk pembiayaan. 
5. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS 
atau UUS dengan nasabah  dalam  Restrukturisasi  
Pembiayaan,  termasuk  penetapan ganti rugi harus 
dituangkan dalam Adendum Akad Pembiayaan. 
6. Dalam hal Restrukturisasi pembiayaan dilakukan 
melalui ―konversi akad‖ maka harus dibuat akad 
pembiayaan baru. 
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 
angka 2, angka 3 dan angka 4 juga diterapkan dalam 
hal dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua 
dan ketiga. 
c. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan 
Secara filosofis, ekonomi Islam mengandung 
muatan  yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar hukum 
ekonomi, prinsip-prinsip tersebut yakni prinsip ketuhanan 
(tauhid), keadilan (adl), persamaan (musawat), kebebasan 
(hurriyat), tolong-menolong (ta’awun), dan toleransi 
(tasamuh). Prinsip-prinsip ini merupakan suatu pijakan 
yang paling mendasar bagi para pelaku ekonomi 
khususnya para penyelenggara lembaga keuangan 
syariah.
45
 Pelaksanaan restukturisasi pembiayaan yang 
diterapkan oleh BPR Syariah tentunya berdasarkan prinsip 
ekonomi Islam. Restrukturisasi pembiayaan dalam 




1. Penjadwalan kembali (rescheduling) 
  Penjadwalan kembali atau recheduling 
adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah 
                                                          
45 Deny K Yusuf, “Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di 
BMT”, dalam Hadin Nuryadin (eds.), BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga 
Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 137 
46 Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2015), hal.109 
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dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban 
nasabah atau jangka waktunya. Berdasarkan Fatwa 
DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan 
kembali, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan 
kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang  tidak  
bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai 
waktu yang disepakati dikarenakan usaha nasabah 
dalam keadaan tidak baik tetapi nasabah masih punya 
itikad baik untuk meminta keringanan dalam 
pembayaran pembiayaannya. Dalam proses ini, 
rescheduling dihitung berdasarkan sisa pokok 
pembiayaan dan margin yang belum dibayar. Pihak 
bank tidak diperkenankan menambah jumlah tagihan 
nasabah. Beberapa alternative rescheduling yang 
dapat diberikan BPR Syariah antara lain : 
a) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, 
misalnya jangka waktu pembiayaan dua tahun 
diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total 
angusran perbulan menjadi lebih rendah. 
b) Jadwal angusran bulanan di ubah menjadi 
triwulanan, perubahan jadwal tersebut akan 
memberi kesempatan nasabah mengumpulkan 
dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini 
disesuaikan dengan penerimaan penjualan. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. 
c) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu 
yang lebih lama. 
Adapun jangka waktu pembayaran dalam 
akad murabahah yang baru (pasca rescheduling), 
berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan nasabah.  
Hal ini mengacu pada prinsip Islam yaitu keadilan. 
Pihak bank dan nasabah sama-sama membuat 
kesepakatan mengenai besaran angsuran dan jadwal 
pembayaran yang tidak merugikan kedua belah pihak. 
Selain dari prinsip keadilan, rescheduling juga sesuai 
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dengan prinsip  ta’awun (tolong menolong), dimana 
pihak bank membantu permasalahan nasabah, dalam 
hal ini yaitu pembiayaan bermasalah agar anguran 
pembiayaan dapat lancar kembali. Seperti dalam 
firman Allah pada QS Al-Baqarah, yaitu: 
                   
             
(282 :Q.S Al-Baqarah) 
 
Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 
kesukaran, maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagaian atau semua utang) itu, lebih baik 




Dalam ayat ini menerangkan, jika pihak yang 
berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, 
hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya 
bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib 
segera membayar utangnya. Dengan menangguhkan 
pembayaran kewajiban nasabah sampai ia 
berkelapangan,  cara ini diharapkan agar nasabah 
mampu  melunasi semua kewajibannya dengan baik, 
yaitu dengan adanya pemberian penangguhan dan 
dijadwalkan ulang pembayaran kewajiban, sehingga 
nasabah mendapatkan kelonggaran dan bisa berusaha 
semaksimal mungkin untuk melunasinya. 
 
 
                                                          
47 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., (Bandung: 
Diponegoro, 2010), hal. 47 
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2. Persyaratan kembali (reconditioning) 
Reconditioning merupakan merupakan upaya 
penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk 
menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan 
cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau 
seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa 
pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 
kepada bank. Berdasarkan Fatwa DSN-
MUI/46/II/2005 bahwa  perubahan jumlah angsuran 
atau potongan tagihan bisa dilakukan apabila nasabah 
mengalami penurunan kemampuan dalam 
pembayaran kewajiban,   kemudian besarnya 
potongan tergantung dari kebijakan dan lembaga  
keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan 
dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad. 
Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan 
memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh 
nasabah dalam pelaksanaan proyek  atau bisnisnya. 
Penurunan nilai bagi hasil untuk porsi bank dari 
yang semula 65% menjadi 55%. Selain itu juga 
dilakukan beberapa perubahan lainnya seperti 
perubahan jadwal angsuran, perubahan jangka waktu 
serta pemberian keringan pembayaran bagi hasil 
tanpa mengurangi  sisa kewajiban pokoknya. Sesuai 
dengan firman Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah 
ayat 286. 
  (Q.S Al-Baqarah: 286) 
       
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Bank membantu meringankan beban 
nasabah dengan memberikan keringanan pada jumlah 
bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman 
pokoknya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara 
pihak BPR Syariah dan nasabah, guna meringankan 
beban dari nasabah dan agar angsuran pembiayaan 
menjadi lancar kembali. 
3. Penataan kembali (restructuring) 
Penataan kembali atau restructuring 
merupakan upaya penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dengan cara mengubah persyaratan 




a) Dana fasilitas pembiayaan. 
b) Konversi akad pembiayaan. 
c) Konversi  pembiayaan  menjadi  surat  berharga  
syariah  berjangka  waktu menengah. Surat 
berharga syariah berjangka waktu menengah 
adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip 
syariah yang diperdagangkan di pasar modal 
berjangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun dengan 
menggunakan akad mudharabah atau musyrakah. 
d) Konversi pembiayaan  menjadi  Penyertaan  
Modal Sementara pada perusahaan nasabah. 
Konversi ini dilakukan untuk mengatasi 
kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu 
tertentu. Berdasarkan Fatwa DSN No. 
                                                          
48 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., (Bandung: 
Diponegoro, 2010), hal. 49 
49 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank 
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 85 
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49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad 
Murabahah disebutkan bahwa LKS dapat 
melakukan konversi dengan melakukan akad baru 
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaiakan atau 
melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai 
jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi ia masih 
prospektif dengan ketentuan, yaitu akad 
murabahah dihentikan dengan cara menjual 
objek murabahah yang dijual oleh nasabah 
kepada LKS dengan harga pasar dan kemudian 
hasilnya dibayarkan kepada LKS, Apabila   hasil   
penjualan   melebihi   sisa   hutang  maka 
kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk 
akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah 
dan musyarakah jika hasil penjualan lebih kecil 
dari sisa hutang maka akan tetap menjadi 
kewajiban nasabah tersebut untuk melunasinya.
50
 
konversi akad dilakukan dengan 
mengkombinasikan beberapa akad di dalamnya 
hal ini dilakukan dengan menghindari riba, sesuai 
dengan firman allah pada Al-Quran surat Al-
Baqarah yaitu: 
                             (Al-Baqarah: 276)                                                                        
Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang 




Penerapan restrukturisasi pembiayaan dapat 
dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti 
pelaksanaan rescheduling dan reconditioning, pelaksanaan 
rescheduling dan restructuring, serta pelaksanaan 
                                                          
50 Dewan Syari‟ah Nasional MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 
konversi akad murabahah‖ (On-line),  tersedia dari 
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa /page/8/ (10 Maret 2021). 
51 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya., (Bandung: 
Diponegoro, 2010), hal. 47 
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rescheduling, reconditioning, dan restructuring secara 
bersamaan. BPR Syariah dapat memberikan keringanan 
jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal 
pembayarannya sesuai kebijakan yang diambil dan adanya 
kesepakatan dengan nasabah. Hal ini bertujuan agar 
pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan dilakukannya 
restrukturisasi. Sesuai dengan hadits Nabi Riwayat Muslim, 
yang artinya:  
“orang-orang  yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya maka Allah akan melepaskan kesulitannya di 
hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya 
selama ia menolong saudaranya.”  
Dengan adanya restruktukturisasi pembiayaan 
diharapkan pembiayaan yang tidak lancar secara bertahap 
akan lancar kembali. Namun jika pelaksanaan restrukturasi 
pembiayaan masih tidak dapat menyelesaikan pembiayaan 
murabahah bermasalah, maka pihak BPR Syariah akan 
melakukan eksekusi jaminan atau penyelesaian dengan jalur 
pengadilan. 
2.  Eksekusi Hak Tanggungan 
Setelah bank menentukan penetapan terhadap 
kolektibilitas , bank dapat mengetahui diposisi nasabah 
tersebut berada. Apabila nasabah tersebut sudah memasuki 
kolektibilitas 2, maka pihak bank akan memberikan solusi 
terlebih dahulu kepada debitur yang bermasalah sebelum bank 
mengeluarkan Surat Peringatan. Kemudian apabila nasabah 
masih tidak membayar angsuran tersebut maka bank akan 
mengeluarkan SP I s/d SP III, sebelum jaminan dari debitur 
bermasalah tersebut disita dan kemudian menjadi AYDA 
(Agunan Yang Diambil Alih). Agunan tersebut  kemudian 
dijual kembali, bisa dilakukan oleh debitur atau bank namun 
bisa juga dilelang melalui KPKNL ataupun mengajukan fiat 
eksekusi melalui pengadilan agama. 
Apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya atau 
sudah masuk pada tahap kolektibilitas 5 atau macet, maka 
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bank berhak untuk menjual AYDA tersebut dengan 
melakukan penjualan yang dilakukan sendiri (penjualan 
dibawah tangan), Lelang mengenai AYDA ini merupakan 
lelang eksekusi hak tanggungan, yang termasuk dalam jenis 
lelang eksekusi. Lelang Eksekusi adalah untuk melaksanakan 
putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain 
yang dipersamakan dengan itu atau melaksanakan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan.   
Dalam penjualan melalui lelang ini bank berhak untuk 
menjual tanpa memerlukan persetujuan dari debitur karena 
debitur tersebut melakukan wanprestasi, hal itu terdapat pada 
Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang berbunyi 
―Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan 
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak 
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 





F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Ekonomi Islam 
Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dapat ditempuh dengan berbagai tindakan yang 
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tindakan tersebut antara 
lain, yaitu: 
1. Perdamaian (Al-Sulh) 
Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak 
maka harus ada penyelesaian masalah yang harus diambil 
yaitu, secara damai (al- sulh), adalah akad dimana yang 
berselisih bermusyawarah bersama- sama  memecahkan  
masalah  yang  dihadapi  dengan  menggunakan jalan  damai,  
tanpa  merugikan  pihak  lain.  Didalam penerapan bank 
syariah dalam penyelesaian pembiayaan   bermasalah akan 
dilakukan tahap-tahap sebagai berikut: 
                                                          
52 N.N, Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 
6 
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a. Penagihan secara Intensif 
b. Pemberian surat peringatan 
atau teguran  
c. Penjadwalan kembali 
(Rescheduling) 
d. Persyaratan kembali 
(Reconditioning) 
e. Penataan kembali 
(Restructuring). 
2. Arbitrase (At-Tahkim) 
Jika dengan cara damai (al-sulh) tidak mencapai 
kesepakatan maka penyelesaian dilakukan melalui badan 
arbitrase (at-tahkim) yaitu, mengangkat seseorang sebagai 
penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak secara damai, 
orang yang menyelesaikan masalah tersebut adalah hakam. 
Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian di luar 
peradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak. Lembaga arbitrase 
dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan macet. 
Dalam Islam dianjurkan menunjuk seseorang untuk menjadi 
penengah apabila ada suatu permasalahan. Hal ini 
dimaksudkan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan 
baik melalui seorang penengah yang ditunjuk oleh kedua belah 
pihak yang bertikai. 
3. Peradilan (al-qadha) 
Menurut  bahasa,  Al-Qadha  berarti  memutuskan  
atau menetapkan, menurut istilah berarti menetapkan hukum 
syara‟pada suatu peristiwa atau sengketa untuk 
menyelesaikan secara adil dan mengikat. Apabila para pihak 
bersengketa, tidak berhasil melakukan as-shulh  atau at-
tahkim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara 
tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalah 
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kepengadilan.  Dasar  hukum  Al-Qadha  ini  adalah  Al-




G. Kerangka Pemikiran 
Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan 
penulis sebagai landasan berfikir untuk kedepannya. Landasan 
yang dimaksud akan lebih mangarahkan 
penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini 
guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. 



















                                                          
53 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 107 
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Gambar 2.2 
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2. Gagal bayar 







Restrukturisasi Eksekusi Hak tanggungan 
Rescheduling Reconditioning Restructuring 
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BPR Syariah merupakan bank pembiayaan yang 
berbasis syariah Islam. Semua kegiatan operasional BPR 
Syariah Produk di BPR Syariah banyak macamnya, namun 
yang paling diminati masyarkat yaitu produk pembiayaan 
dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah tidak selalu 
berjalan lancar, terkadang terdapat kendala seperti adanya 
tunggakan angguran, gagal bayar, kredit macet yang 
mengakibkan pembiayaan murabahah tersebut menjadi 
bermasalah. BPR Syariah melakukan berbagai upaya untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah agar menjadi lancar 
kembali. Bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan dan 
kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan akan 
dilakukan restrukturisasi dengan cara rescheduling, 
reconditioning dan restructuring,  dimana rescheduling  yaitu  
memperpanjang  jangka  waktu,  reconditioning  yaitu  
penataan ulang  sebagian  atau  seluruh  persyaratan  
pembiayaan  serta  restructuring  yaitu perubahan syarat-
syarat untuk penambahan modal atau konversi akad agar 
pembiayaan yang diberikan dapat kembali lancar.  Namun 
bagi nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan 
membayar angsuran lagi, maka pihak bank akan melakukan 
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